
 
 
 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR  11  TAHUN 2005  

 
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

NOMOR  11  TAHUN 2005 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI IZIN LOKASI 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PURBALINGGA, 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan 
pemanfaatan tanah yang berdaya guna dan berhasil guna bagi 
pembangunan daerah serta dalam upaya mewujudkan 
keseimbangan dan kelestarian fungsi lingkungan, maka perlu 
mengatur mengenai Izin Lokasi; 

 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, maka 
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 
tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu 
mengatur Retribusi Izin Lokasi; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
retribusi Izin Lokasi;  

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 
Pokok-pokok Agraria (Berita Negara Tahun 1960 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 

 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal 
Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 



Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2943); 

 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal 
Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2944); 

 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia             
Nomor 3501); 

 

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501); 

 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unndag 
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 

 

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4286); 

 

10.    Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan  Lembaran  Negara  
Republik  Indonesia Nomor 4389); 

 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 



125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4493); 

 

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan 

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pengelolaan 
dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4022); 

 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139); 

 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4385); 

 

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 
tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60); 

 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten 
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 
2003 Seri D Nomor 10); 



Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 

dan  
 

BUPATI PURBALINGGA 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH  TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI. 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purbalingga. 
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai 

dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
5. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang akan 

menggunakan tanah untuk keperluan usaha sesuai dengan peruntukannya dengan 
mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah. 

6. Retribusi Izin Lokasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan 
pemberian izin Lokasi untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

7. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 
dengan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk 
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan 
ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. 

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, 
persekutuan perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang 
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha 
lainnya. 

10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek 
dan subyek pajak, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan 
retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

11. Petugas Pemungut yang selanjutnya disebut Pemungut adalah perorangan atau Intansi 
Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang untuk menagih retribusi yang ditunjuk 
oleh Bupati atau Pejabat. 



12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga. 
13. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat 

yang digunakan oleh wajib retibusi untuk melaporkan perhintungan dan pembayaran 
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 

15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang 
digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang 
terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB 
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, 
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya 
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. 

17. Surat Ketetapan Retibusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat 
SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi 
yang telah ditetapkan. 

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB 
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi lebih 
besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang. 

19. Surat Ketetapan Retribusi Nihil yang selanjutnya disingkat SKRN adalah surat 
keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit retribusi atau retribusi tidak terhutang dan tidak ada kredit retribusi. 

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk 
melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan 
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban pembayaran Retribusi Daerah berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan 
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang di bidang tindak 
pidana Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 

 
BAB II 

PERIZINAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah untuk keperluan 
usaha harus mendapatkan izin Lokasi dari Bupati. 

 

(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai fungsi sebagai izin bagi orang 
pribadi atau badan dalam rangka penanaman modal untuk memperoleh tanah sesuai 
dengan tata ruang wilayah yang berlaku pula izin pemindahan hak. 


